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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Medan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah asosiatif yang 
bersifat kausal. Metode penelitian menggunakan metode survey. Populasi dalam penelitian ini adalah 
yang ada di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang berjumlah 32 SKPD. Seluruh 
populasi digunakan sebagai sampel. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa perencanaan, administrasi, kompetensi sumber daya manusia, 
dokumen pengadaan, dan pengajuan ganti uang persediaan secara simultan berpengaruh positif 
signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD di Kota Medan. Secara parsial variabel perencanaan, 
kompetensi sumber daya manusia, dan ganti uang persediaan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap penyerapan anggaran SKPD di Kota Medan, sedangkan administrasi dan dokumen 
pengadaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD di Kota 
Medan. 

 
Kata Kunci: Penyerapan Anggaran, Perencanaan, Administrasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia. 
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1. PENDAHULUAN 

Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 9 
tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah atau sering juga disebut sebagai UU Otonomi Daerah 
serta UU Nomor 25 tahun 1999 yang terakhir diubah menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan 
perubahan yang sangat mendasar terhadap pelaksanaan pemerintahan, terutama dalam hal 
pengelolaan keuangan negara dan menjadi titik awal dari lahirnya era otonomi daerah di 
Indonesia (Arifdan Halim, 2013). 

Salah satu tujuan dari dikeluarkannya paket UU tersebut yaitu agar pemerintah daerah 
dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan 
memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan 
daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang, serta tantangan persaingan global 
(Arif dan Halim, 2013). Dengan dikeluarkannya paket regulasi UU tersebut pemerintah daerah 
diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya 
saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 
keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

Anggaran menjadi sangat penting dan relevan dalam suatu pemerintahan, karena 
anggaran akan berdampak terhadap kinerja pemerintah yang dikaitkan dengan fungsi 
pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Anggaran merupakan alat untuk 
mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsional dari pemerintah daerah (Yuhertiana, 
2003) serta merupakan proses akuntabilitas publik (Bastian, 2001). Kinerja pimpinan publik 
akan dinilai berdasarkan hasil pencapaian target anggaran. Penilaian kinerja dilakukan 
dengan menganalisis perbedaan kinerja aktual dengan yang dianggarkan (Mardiasmo, 2009). 

Dalam perekonomian Indonesia, salah satu variabel dominan pendorong pertumbuhan 
ekonomi adalah faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi 
pemerintah turut menjadi penentu pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu 
penyerapan anggaran yang digambarkan dari Kementerian/Lembaga akan memberikan efek 
multiplier yang berasal dari belanja yang dilakukan pemerintah. Selain mendukung program 
yang telah dicanangkan pemerintah, penyerapan anggaran yang merupakan salah satu 
bentuk konsumsi yang dilakukan pemerintah dapat menggerakkan sektor swasta. Terlebih 
lagi, apabila pengalokasian anggaran dilakukan secara efisien, maka keterbatasan sumber 
dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Terkait 
dengan hal ini, pemerintah dalam pelaksanaan anggaran sangat fokus terhadap realisasi 
penyerapan anggaran, untuk menjamin bahwa dana yang telah dialokasikan dapat 
dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Laporan Pemerintah Tentang 
Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2015). 

Fenomena yang menarik yang terjadi saat ini yaitu rendahnya tingkat penyerapan 
anggaran baik di tingkat pusat seperti lembaga kementerian maupun di tingkat pemerintah 
daerah di Indonesia, provinsi, hingga kabupaten dan kota. Mencermati permasalahan 
penyerapan anggaran baik di tingkat pusat maupun di daerah setiap tahun yang menunjukkan 
fenomena penyerapan anggaran sangat rendah di awal tahun dan bahkan hingga melewati 
triwulan kedua. Daya serap anggaran yang masih rendah menjadi isu besar dalam manajemen 
keuangan pemerintahan. Hampir di setiap paruh kedua tahun anggaran, banyak pihak 
meributkan daya serap anggaran yang rendah. Banyak pihak menuding hal ini berkontribusi 
terhadap kualitas pelayanan publik dan sulitnya mencapai target pertumbuhan ekonomi. 
Penganggaran memiliki peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan penyerapan 
anggaran, karena jika dilakukan dengan baik akan memudahkan dalam pelaksanaan 
anggaran (BPKP, 2011). Rendahnya penyerapan anggaran tersebut muncul di saat tuntutan 
agar pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah semakin 
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transparan dan akuntabel dalam rangka menuju good government governance dan tuntutan 
untuk efektif dan efisien. 

Para pengamat ekonomi menyoroti masalah rendahnya tingkat penyerapan anggaran 
sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi. Dalam kerangka penganggaran berbasis 
kinerja, penyerapan anggaran bukan merupakan target alokasi anggaran. Performance 
Based Budget lebih menitikberatkan pada kinerja dibandingkan dengan penyerapan itu 
sendiri. Untuk mengukur kinerja suatu kegiatan, yang dilihat adalah output dan outcomenya. 
Namun variabel dominan pendorong pertumbuhan dalam kondisi perekonomian Indonesia 
saat ini adalah faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi 
pemerintah menjadi pendorong utama laju pertumbuhan ekonomi (BPKP, 2011). 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui situs resmi Pemerintah Provinsi Sumatera 
Utara merilis data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga 
memasuki triwulan ke empat tahun ini (2018) masih mencapai 60 persen dari total APBD yang 
sebesar Rp8,488 triliun (Biro Keuangan Pemprov Sumut, 2015). 

Realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan tahun 2017-2019 berdasarkan realisasi 
pendapatan, belanja operasional, belanja modal dan pembiayaan dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini: 

Tabel.1 Realisasi Anggaran Kota Medan Tahun 2017 

Tabel.2 Realisasi Anggaran Kota Medan Tahun 2018 

 
Tabel.3 Realisasi Anggaran Kota Medan Tahun 2019 

Sampai saat ini pemerintah pusat maupun daerah belum memiliki definisi baku tentang 
standar dari berapa persen suatu daerah masuk ke dalam kategorisasi mengalami keminiman 
penyerapan APBD. Namun, ada beberapa daerah yang memiliki pakta integritas yang 
kemudian ditandatangani oleh Kepala SKPD, bahwa suatu pemerintah daerah akan tercatat 
mengalami keminiman serapan anggaran apabila sampai dengan akhir tahun tidak mampu 
merealisasikan 90% dari total APBD yang telah disusun (Arif dan Halim, 2013). 
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2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode survey. Tempat 
pelaksanaan penelitian ini adalah di Kantor Walikota Medan Semuatera utara yang berada di 
Jln. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, Sumatera Utara. 

Teknik dalam pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik pengumpulan data 
secara purposive sampling, yaitu untuk memperoleh sampel yang memenuhi kriteria tertentu 
dibutuhkan karakteristik sampling. Sampel penelitian ini adalah 64 SKPD yang ada di Kantor 
Walikota Medan Provinsi Sumatera Utara. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Sebelum data diolah lebih lanjut, 
harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Karena kuesioner sebagai instrumen 
pengumpulan data dalam penelitian ini harus diuji validitas dan reabilitasnya. Uji dilakukan 
untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari pengguna instrumen. 
dengan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (Multiple 
Regression Analysis) dan uji residual untuk moderating variabel. Data penelitian ini diolah 
dengan menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS). adapun teknik 
analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Uji Asumsi Klasik dan Uji 
Hipotesis Penelitian 

 

3. HASIL PENELITIAN 

1. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji normalitas 

Tabel.4 Hasil Uji Normalitas 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat uji statistik normalitas menggunakan 1 Sample- 
KS menunjukkan nilai Asymp. sig, (2-tailed) > α (0,200 > 0,05). Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa melalui uji statistik terbukti data residual terdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 
Tabel.5 Uji Multikolinearitas 

Hasil uji multikolinieritas ditunjukkan pada tabel, nilai yang dipakai untuk menunjukkan 
tidak terjadinya multikoleniaritas adalah nilai tolerance harus ≥ 0,1 atau sama dengan nilai 
Variance Inflation Factor (VIF) dari masing-masing variabel ≤ 10. Dapat disimpulkan bahwa 
pada model tidak terjadi masalah multikolinieritas. 
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c. Uji Heteroskedastisitas 
Tabel.6 Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan pada tabel 4.13, hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji 
Glejser diperoleh nilai sig dari masing-masing variable independen lebih besar dari (>) tingkat 
kepercayaan (α) sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak ada 
gejala heteroskedastisitas. 

2. Uji Regresi Linear Berganda 
Tabel.7 Uji Regresi Linear Berganda 

 

 
ini : 

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diformulasikan dalam bentuk persamaan regresi berikut 
 
Y = 1,045 + 0,190_ X1 + 0,43_X2 + 0,711_X3 + 0,063_X4 + 0,200_ X5 
Dari persamaan regresi linier di atas dapat dijelaskan bahwa : 
1. Konstanta (a). 
Konstanta bernilai positif pada seluruh variabel, hal ini menandakan bahwa persamaan 

regresi berganda tersebut memiliki hubungan yang searah, artinya penyerapan anggaran 
akan meningkat seiring dengan meningkatnya perencanaan (X1), administrasi (X2), 
kompetensi SDM (X3), dokumen (X4), dan pengajuan GU (X5). Nilai konstanta bernilai 1,045 
berarti jika variabel independen dalam model bernilai nol, penyerapan anggaran dapat terjadi 
sebesar nilai konstanta. 

2. Perencanaan (X1) terhadap tingkat penyerapan anggaran (Y). 
Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikan sebesar 0,024 yang lebih kecil dari 

(<)α = 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel perencanaan berpengaruh positif dan signifikan 
mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin 
meningkatnya perencanaan maka akan semakin meningkat pula penyerapan anggaran. 
Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya perencanaan maka akan semakin menurun 
pula penyerapan anggaran. 

3. Administrasi (X2) terhadap tingkat penyerapan anggaran (Y). 
Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikan sebesar 0,602 yang lebih besar 

dari (>) α = 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel administrasi tidak berpengaruh dan tidak 
signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa 
semakin meningkatnya administrasi maka akan semakin meningkat pula penyerapan 
anggaran. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya kualitas administrasi maka akan 
semakin menurun pula penyerapan anggaran sebesar. 

4. Kompetensi SDM (X3) terhadap tingkat penyerapan anggaran (Y). 
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Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 
α = 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh 
positif dan signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif 
menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kompetensi sumber daya manusia sebesar 
maka akan semakin meningkat pula penyerapan anggaran sebesar. Demikian juga sebaliknya 
semakin menurunnya kompetensi sumber daya manusia maka akan semakin menurun pula 
penyerapan anggaran. 

5. Dokumen Pengadaan (X4) terhadap tingkat penyerapan anggaran (Y). 
Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikan sebesar 0,386 yang lebih besar 

dari (>) α = 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel dokumen pengadaan tidak berpengaruh 
dan tidak signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan 
bahwa semakin meningkatnya kualitas dokumen pengadaan maka akan semakin meningkat 
pula penyerapan anggaran. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya nilai dokumen 
pengadaan maka akan semakin menurun pula penyerapan anggaran. 

6. Ganti Uang Persediaan (X5) terhadap tingkat penyerapan anggaran (Y). 
Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikan sebesar 0,010 yang lebih kecil dari 

(<) α = 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel ganti uang persediaan berpengaruh positif dan 
signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa 
semakin meningkatnya proses pengajuan ganti uang persediian maka akan semakin 
meningkat pula penyerapan anggaran. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya 
proses pengajuan ganti uang persediaan maka akan semakin menurun pula penyerapan 
anggaran. 

a. Koefisien Determinasi (R2) 
Tabel.8 Koefisien Determinasi (R2) 

Berdasarkan tabel diketahui nilai R Square sebesar 0,726 hal ini menunjukkan variabel 
perencanaan, administrasi, kompetensi sumber daya manusia, dokumen, ganti uang 
persediaan, sebagai variabel independen memiliki hubungan yang kuat sebesar 72,6 % 
dengan variabel penyerapan anggaran sebagai variable dependen, Nilai Adjusted R Square 
sebesar 0,703 berarti variabel kemampuan penyerapan anggaran sebagai variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variable perencanaan, administrasi, kompetensi SDM, dokumen 
pengadaan, GU sebesar 70,3%, sedangkan sisanya 29,7% dapat dijelaskan oleh variabel 
lainnya di luar penelitian ini. 

b. Uji Statistik F 
Tabel.9 Uji Statistik F 

Kriteria pengambilan keputusan menggunakan nilai signifikansi F hitung pada taraf nyata 
5 %, Dari tabel 4.16, diperoleh nilai F adalah 30.757 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang 
lebih kecil dari α = 0,05 sehingga dapat disimpulkan secara simultan variable perencanaan, 
administrasi, kompetensi SDM, dokumen pengadaan, GU berpengaruh signifikan terhadap 
variabel penyerapan anggaran. 
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c. Uji Statistik t 
Tabel.10 Uji Statistik t 

Berdasarkan tabel 4.16 dapat diambil nilai t hitung dan nilai signifikansi sebesar 
Perencanaan (2.322 - 024), Administrasi (525 – 602), Kompetensi SDM (7.742 – 000), 
Dokumen Pengadaan (874 – 386), dan Ganti Uang Persediaan (2.656 – 010). sehingga dapat 
disimpulkan secara simultan variable perencanaan, administrasi, kompetensi SDM, dokumen 
pengadaan, GU berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan anggaran. 

3. Hasil Pengujian Hipotesis 
Tabel.11 Hasil Pengujian Hipotesis 

 
Berdasarkan hasil hipotesisnya pada table, variabel perencanaan, kompetensi SDM, dan 

pengajuan GUP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah di Kota Medan. Administrasi dan dokumen pengadaan tidak 
berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD di Kota 
Medan. Kompetensi SDM merupakan variabel dominan dalam mempengaruhi penyerapan 
anggaran SKPD di Kota Medan. 

 

4. PEMBAHASAN 
1. Pengaruh perencanaan terhadap penyerapan anggaran 

Hasil pengujian pengaruh variabel perencanaan terhadap variable penyerapan anggaran 
dalam penelitian ini menunjukkan nilai positif dan nilai signifikan sebesar 0,024 yang lebih 
kecil dari (<) α = 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel perencanaan berpengaruh positif 
pada penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkatnya 
perencanaan maka akan semakin meningkat pula penyerapan anggaran. Demikian juga 
sebaliknya semakin menurunnya perencanaan maka akan semakin menurun pula 
penyerapan anggaran. 

Berdasarkan tabulasi jawaban responden untuk variabel perencanaan menunjukkan 
bahwa mayoritas responden merasa bahwa penyusunan anggaran masih dilaksanakan tanpa 
melakukan evaluasi terlebih dahulu, masih terdapat program yang diajukan tidak sesuai 
dengan perencanaan dan kebutuhan organisasi, masih terdapat program yang dilaksanakan 
tanpa memperhitungkan kelayakan komposisi belanja, masih program yang belum mendapat 
persetujuan dari DPRD sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan. Hal ini akan 
mempengaruhi adanya revisi pengeluaran anggaran, dimana adanya revisi DPA karena tidak 
sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dapat menunda realisasi anggaran sehingga 
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berdampak pada penyerapan anggaran. Perencanaan yang baik sangat diperlukan agar 
dalam pelaksanaan proram kegiatan yang telah disusun tidak menemui hambatan sehingga 
penyerapan anggaran akan berjalan tepat waktu. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Purtanto (2015) menyatakan 
bahwa faktor perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran 
belanja pemerintah daerah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Herriyanto (2012) yang 
menyatakan bahwa perencanaan memilki pengaruh yang positif signifikan terhadap 
keterlambatan penyerapan anggaran. 

2. Pengaruh administrasi terhadap penyerapan anggaran 
Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikan sebesar 0,602 yang lebih besar 

dari (>) α = 0,05 dapat disimpulkan bahwa variable administrasi tidak berpengaruh positif  dan 
tidak signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan 
bahwa semakin meningkatnya administrasi maka akan semakin meningkat pula penyerapan 
anggaran. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya perencanaan maka akan semakin 
menurun pula penyerapan anggaran. 

Berdasarkan tabulasi persepsi responden terhadap variabel administrasi rata-rata 
responden merasa proses administrasi yang dilaksanakan di SKPD masing-masing belum 
berjalan baik. Hal ini ditunjukkan dari jawaban responden yang menyatakan bahwa masih 
terjadi kesalahan dalam penentuan akun program kegiatan, masa penyusunan dan 
penelaahan anggaran yang terlalu singkat, verifikasi yang terlalu lama dari PPKAD/BUD, SK 
Panitia Lelang terlambat ditetapkan. Berbagai permasalahan ini tentu berdampak terhadap 
pelaksanaan program kegiatan di SKPD responden. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Priatno dan Khusaini (2013) yang menyatakan bahwa 
faktor adminstrasi mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan 
anggaran satuan kerja. Penelitian Herriyanto (2012) juga menyatakan bahwa faktor 
administrasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keterlambatan penyerapan 
anggaran. 

3. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran 
Berdasarkan nilai koefisien regresi positif dan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih 

kecil dari α = 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia 
berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif 
menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kompetensi sumber daya manusia maka akan 
semakin meningkat pula penyerapan anggaran. Demikian juga sebaliknya semakin 
menurunnya kompetensi sumber daya manusia maka akan semakin menurun pula 
penyerapan anggaran. 

Berdasarkan tabulasi persepsi responden terhadap variabel kompotensi SDM mayoritas 
responden menyatakan bahwa aparatur pelaksana pengadaan kurang berkompeten dalam 
menangani program/kegiatan, adanya kekhawatiran Pejabat Pengadaan akibat pemberitaan 
penangkapan dengan tuduhan korupsi, responden menyatakan kurang setuju bahwa adanya 
rangkap tugas dalam jabatan panitia pengadaan maupun jabatan lainnya, responden 
menyatakan kurang setuju bahwa adanya keengganan menjadi pejabat pengadaan karena 
tidak adanya keseimbangan resiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima, responden 
menyatakan kurang setuju jika sering terjadi mutasi Pejabat/Pegawai Pengelola Keuangan. 
Dari tabulasi kuisioner mengenai latar belakang pendidikan, mayoritas PPK dan bendahara 
SKPD yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yaitu hanya 4 orang dari 64 
responden seluruh SKPD di Kota Medan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kaharuddin (2012) yang menyatakan bahwa 
faktor kapasitas sumber daya manusia berperan mempengaruhi penyerapan belanja Dana 
Alokasi Khusus bidang pendidikan di Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010. Arif dan 
Halim (2013) juga menyatakan hal yang sama bahwa faktor kapasitas sumber daya manusia 
merupakan salah satu faktor yang paling mendominasi terjadinya minimnya penyerapan 
APBD tahun 2011. Sedangkan dalam penelitian Purtanto (2015) menyatakan 
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bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif mempengaruhi 
penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah. 

4. Pengaruh dokumen pengadaan terhadap penyerapan anggaran 
Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikan sebesar 0,386 yang lebih besar 

dari (>) α = 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel dokumen pengadaan tidak berpengaruh 
positif dan tidak signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif 
menunjukkan bahwa semakin meningkatnya nilai dokumen pengadaan maka akan semakin 
meningkat pula penyerapan anggaran. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya nilai 
dokumen pengadaan maka akan semakin menurun pula penyerapan anggaran. 

Berdasarkan tabulasi persepsi responden pada variabel dokumen pengadaan mayoritas 
responden menyatakan masih adanya dokumen kontrak yang belum ditandatangani karena 
terdapat berbagai permasalahan seperti masih menunggu persetujuan tender, adanya berkas 
SPJ tidak lengkap saat pengajuan GU/TU, adanya berkas Pengadaan Kontrak dan Lelang 
tidak lengkap saat pengajuan LS, masih adanya terjadi gagal bayar akibat salah dalam 
penentuan kode rekening dalam dokumen pengadaan, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 
responden merasa proses penataan dokumen pengadaan yang dilaksanakan di SKPD 
masing-masing belum berjalan baik. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Herriyanto (2012) yang menyatakan faktor dokumen 
pengadaan berpengaruh positif mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja 
pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta. Penelitian yang dilakukan 
Priatno dan Khusaini (2013) juga menyatakan bahwa faktor pengadaan barang dan jasa yang 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja. 

5. Pengaruh ganti uang persediaan terhadap penyerapan anggaran 
Berdasarkan nilai koefisien regresi positif dan nilai signifikan sebesar 0,010 yang lebih 

kecil dari (<) α = 0,05 dapat disimpulkan bahwa variable ganti uang persediaan berpengaruh 
positif dan signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif 
menunjukkan bahwa semakin meningkatnya proses pengajuan ganti uang persediian maka 
akan semakin meningkat pula penyerapan anggaran. 

Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya proses pengajuan ganti uang persediaan 
maka akan semakin menurun pula penyerapan anggaran. Berdasarkan tabulasi kuisioner, 
mayoritas responden menyatakan bahwa masih terjadi kegiatan telah dilaksanakan dengan 
Uang Persediaan (UP) tapi belum diganti dengan pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU), 
responden juga menyatakan bahwa adanya pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) 
sebanyak 2 kali pengajuan dikarenakan kebutuhan perkantoran memerlukan dana yang 
cukup besar, responden juga menyatakan bahwa masih terjadi Up tidakdigunakan sesuai 
peruntukannya, responden juga menyatakan masih terjadi pengajuan UP tidak sesuai jadwal. 
Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden merasa proses pelaksanaan pengajuan ganti 
uang persediaan (GU) yang dilaksanakan di SKPD masing- masing masih belum berjalan 
maksimal. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012) yang menyatakan 
bahwa ganti uang persediaan memilki pengaruh positif dan signifikan terhadap keterlambatan 
penyerapan anggaran. 

 

4. KESIMPULAN 

Dari analisa data, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian, maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan: 

1. Perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah di Kota Medan. 

2.  Administrasi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan 
anggaran SKPD di Kota Medan. 

3. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
  penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Medan.  
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4.  Dokumen pengadaan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
penyerapan anggaran SKPD di Kota Medan. 5. Ganti uang persediaan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
Kota Medan. 
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